
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 
 

NOMOR  8  TAHUN 2003 
 

TENTANG 
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA 
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Republik 

Indonesia   Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1998 
tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu dicabut 
dan ditetapkan kembali; 

 b. bahwa untuk maksud  tersebut  perlu ditetapkan dalam suatu 
Qanun. 

   
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan 
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1103); 

 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34   Tahun 2000  (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 

 
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

 
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3848); 

 
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan 
Lembaran Negara   Nomor 3893); 

 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3897); 

 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe 



Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 

 
 

Dengan persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  PROVINSI NANGGROE ACEH  

DARUSSALAM 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG 
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 

 
BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 
 1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
 2. Pemerintah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonomi 

yang lain sebagai Badan Eksekutif  Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam. 

 3. Gubernur  adalah Gubernur  Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam. 

 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau 
lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 
darat serta di Atas Air dan digerakkan oleh peralatan teknik 
berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat 
berat dan alat-alat besar yang bergerak. 

 6. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang 
digunakan untuk menggerakkan Kendaraan Bermotor dan/atau 
Kendaraan di Atas Air. 

 7. SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. 
 8. SPBB adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bungker yaitu 

stasiun pengisian   bahan bakar untuk melayani pemakaian 
Kendaraan di Atas Air.    

 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi  perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,  
firma, kongsi,  koperasi,  dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 



politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha 
tetap, dan bentuk  badan lainnya. 

 10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disingkat PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar yang 
disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor 
termasuk bahan bakar yang digunakan kendaraan di Atas Air. 

 11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat 
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek 
Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, 
menurut ketentuan peraturan-peraturan perundangan-undangan 
perpajakan daerah. 

 12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah 
surat yang dipergunakan Wajib Pajak untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas 
Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh 
Gubernur. 

 13. Surat Tagihan Pajak Daerah  yang dapat disingkat STPD, adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/atau denda. 

 14. Surat  Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak. 

 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang  
menentukan besarnya jumlah pokok pajak,  jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 

 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat 
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang  
menentukan besarnya jumlah pokok pajak,  jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 

 17. Surat  Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat  disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak  yang menentukan jumlah 
kelebihan Pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 
besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya 
terhutang. 

 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 
pajak sama besarnya  dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 
terhutang dan tidak ada kredit pajak. 

 19. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah. 

 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 



Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan 
oleh wajib pajak. 

 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan,  mengolah data dan/atau keterangan lainnya 
untuk menguji kepatuhan  pemenuhan kewajiban perpajakan 
daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

 22. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS), yang selanjutnya disebut Penyidik di 
Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta 
menentukan tersangkanya. 

 23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 

 
BAB II 

NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK PBB 
Pasal 2 

 
Dengan Nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) 
dipungut pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan 
atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk Bahan 
Bakar yang digunakan untuk Kendaraan di Atas Air. 

 
Pasal 3 

 
 (1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap 
digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk Bahan Bakar 
yang digunakan untuk Kendaraan di Atas Air. 

 (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  adalah bensin,  solar, dan bahan bakar gas. 

 
Pasal 4 

 
 (1) Subjek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah konsumen 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, termasuk Kendaraan 
Bermotor  di Atas Air. 

 (2) Wajib  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang  
pribadi atau badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor adalah penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
termasuk Kendaraan Bermotor di Atas Air. 

 (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan 
oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.   

 
 
 
 



BAB III 
 

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PBB 
 

Pasal 5 
 

 (1) Dasar Pengenaan PBB-KB adalah Nilai Jual Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor  (NJBB-KB). 

 (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 
Pasal 6 

 
 (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Minyak ditetapkan sebesar 5 % (lima 

persen). 
 (2) Besarnya Pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud  pada (1) dengan 
dasar pengenaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 5. 

 
BAB IV 

WILAYAH  PEMUNGUTAN PBB 
 

Pasal 7 
 

 (1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut 
di wilayah    Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

 (2) Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kewajiban bagi semua SPBU yang terdaftar di Wilayah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam. 

 
BAB V 

MASA, SAAT TERUTANG DAN 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

 
Pasal 8 

 
 (1) Masa Pajak PBB-KB dihitung setiap bulan dari tahun anggaran 

berjalan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah 
pajak yang terhutang. 

 (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari penyedia. 

 
Pasal 9 

 
 (1) Setiap Wajib Pajak PBB-KB diwajibkan mengisi SPTPD. 
 (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan 

jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak 
atau kuasanya. 

 (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan 
daftar penyaluran BBM dan disampaikan kepada Dinas 
Pendapatan Provinsi, paling lama  tanggal 10 (sepuluh) bulan 
berikutnya. 

 


